Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT
DI MEDIA SOSIAL

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:
DELLA AULIAHASIBUAN
208400059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Me%%gég?rom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT
DI MEDIA SOSIAL

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

DELLA AULIAHASIBUAN
208400059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Me%%gég?rom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgcelgrom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

n Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgcelgrom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

m Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgcelgrom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Utara)
OLEH :
DELLA AULIAHASIBUAN
NPM : 208400059
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban cyber sexual
harassment di media sosial meliputi perlindungan sosial dan psikis, serta
perlindungan hukum. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Provinsi Sumatera Utara melibatkan upaya pendampingan untuk memberikan rasa
aman kepada korban dalam proses pemulihan atas kerugian yang dideritanya agar
dapat kembali ke kondisi semula. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini adalah Pengaturan hukum Cyber Sexual Harassment yang terjadi di media
sosial dan Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban cyber sexual
harassment di media sosial menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022.
Medote penelitian yang digunakan yaitu Penelitian yuridis normatif. Hasil dari
Penelitian telah ditemukan bahwa regulasi yang mengatur tentang Cyber Sexual
Harassment adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut menunjukan
komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga
negaranya terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dunia
maya (cyber sexual harassment). Perlindungan hukum yang diberikan kepada
perempuan yang menjadi korban cyber sexual harassment di media sosial
menganut asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian
hukum. Korban juga memiliki hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas
pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Korban, Cyber sexual harassment
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi hampir
setiap kalangan masyarakat yang ada di seluruh dunia khususnya bagi pengguna
aktif di dunia internet yaitu melalui jejaring sosial yang menjadikan media
sosial sebagai alat yang sangat mudah untuk digunakan dan mampu
menghubungkan antar masyarakat untuk saling berkomunikasi dan
membagikan aktifitas sehari-hari secara instan sehingga menjadikan jarak dan
waktu tidak lagi masalah untuk berkomunikasi maupun bersosialisasi. Adapun
bentuk aplikasi komunikasi secara virtual yang saat ini trend di kalangan
masyarakat antara lain yaitu: Instagram, line, whatsapp, x, youtube, facebook,
tiktok, dan lain sebagainya.! Andreas Kaplan dan Michael Haenlain
mendefinisikan media sosial sebagai suatu kelompok aplikasi internet yang
dikembangkan atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 serta memungkinkan
terjadinya dalam pembentukan pertukaran data.’

Perkembangan teknologi di bidang informasi khususnya pada media sosial
yang semakin pesat ternyata memunculkan berbagai perbuatan pelanggaran
hukum yang sering sekali tidak dapat tertangani oleh peraturan yang telah ada
di Indonesia, pelanggaran yang terjadi berbeda dari pelanggaran yang ada pada

umumnya karena melibatkan teknologi informasi seperti internet khususnya

! Elshaddai Josephine. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial di Indonesia”’, Universitas Kristen Indonesia. Hal. 1.

2 Tasya Suci Januri, Siti Komariah, Puspita Wulandari. 2023. “Cyber Sexual Harassment
Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Eva Digital”, SOSIAL HORIZON: Jurnal
Pendidikan Sosial Vol. 10, No. 1. Hal. 64.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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dalam media sosial. Kejahatan yang muncul dalam internet dapat dikatakan
dengan istilah “cyber crime” atau ‘“kejahatan dalam jaringan internet”
dalam media sosial. Kejahatan yang muncul dalam internet dapat dikatakan
dengan istilah “cyber crime” atau “kejahatan dalam jaringan internet”.*
Dikarenakan media sosial merupakan sebuah wadah online tempat
berlangsungnya seseorang dapat terhubung dengan oranglain dalam suatu
lingkungan media sosial yang sama guna saling berinteraksi secara virtual.
Namun, interaksi tersebut juga membuka peluang untuk perilaku menyimpang,
salah satunya ialah seperti pelecehan seksual. Dan lebih banyak
menyerang kalangan perempuan jika di bandingkan dengan kalangan laki-laki.*
Pelecehan berasal dari kata “leceh” yang dapat diartikan sebagai tindakan
peremehan atau penghinaan. Dalam Bahasa Inggris, pelecehan seksual disebut
juga dengan “sexual harassment” yang dimana kata “harras” merujuk pada arti
sebagai  “menggoda, mengusik, perbuatan menganggu”, sehingga
mengakibatkan rasa marah maupun rasa cemas terhadap korbannya.’ Istilah dari
“sexual harassment” dimaknakan sebagai “suatu perhatian yang tidak
diinginkan” atau “unwelcome attention” dalam hukum dapat diartikan sebagai
“pemaksaan kehendak seksual atau tindakan serangan seksual”.®

Tidak jauh berbeda dengan pelecehan verbal yang terjadi di dunia nyata,

kata-kata yang biasa diucapkan secara langsung kini beralih ke bentuk tulisan.

3 Aena Linda Mustika, dkk. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak pidana
Pelecehan verbal Melalui Media Sosial”, Bhirawa Law Journal, Vol. 2, No. 1. Hal. 68.

4 Feryna Nur rosyidah. 2018. “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru
Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Remaja”, Sosioglobal, Vol. 2, No. 2. Hal. 39.

5 Edi Setiadi. 2001. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan”,
Jurnal Mimbar No. 3. Hal. 341.

® Christina Yulita, dkk. 2012. “Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan”, Komite
Nasional Perempuan, Mahardhika, Jakarta. Hal. 93.
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Rayuan dan godaan yang tidak diinginkan di media sosial bisa terjadi dengan
cara melalui direct message maupun komentar. Perempuan yang menggunakan
aplikasi media sosial sering sekali menjadi korban pelecehan seksual secara
verbal maupun visual, yakni sebuah bentuk perilaku pengguna internet yang
berkonotasi atau merujuk kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak
dan tidak diingikan oleh korban. Rentang pelecehan seksual sangat luas yang
memiliki berbagai bentuk namun dalam konteks media sosial yang diantaranya
mencakup komentar berkonotasi seks atau gender, humor yang cenderung vulgar,
isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming ataupun
ancaman, hingga ajakan untuk melakukan hubungan seksual.’

Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang sangat
meresahkan dan seringkali terjadi dalam interaksi pengguna sosial media.
Pelecehan seksual dianggap sebagai hasrat ataupun nafsu seseorang yang
penyalurannya merupakan suatu hal yang salah dan tentu saja tidak diharapkan
oleh korban dan dampaknya dapat menyebabkan penderitaan secara psikologis
bagi korbannya.

Komnas Perempuan mengidentifikasikan beberapa jenis kekerasan berbasis
gender yang terjadi di media Online di antaranya yaitu, cyber grooming;
kegiatan memperdaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan
seseorang dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual atau kejahatan lainnya,

cyber harassment;, pelecehan online yang mencakup berbagai tindakan

7 Balai Pengkajian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), “Citra
Perempuan Dalam Media Massa”,diakses melalui
https://media.neliti.com/media/publications/220538-representasi-citra-perempuan-di-media.pdf
pada 9 Desember 2023 pukul 21.05 WIB.
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sepertian penghinaan, ancaman, atau perilaku yang merugikan secara emosional
yang ditujukan kepada seseorang, hacking, peretasan atau pengaksesan illegal
terhadap system atau akun seseorang dengan tujuan mengambil informasi
pribadi atau merusak privasi mereka, illegal content; konten illegal seperti
pornografi, perdagangan manusia, atau konten lainnya yang melanggar hukum
yang dipublikasikan secara online, infringement of privacy, pelanggaran
privasi yang melibatkan penyebaran atau penggunaan informasi pribadi
seseorang tanpa izin mereka, malicious distribution; ancaman distribusi foto /
video pribadi tanpa izin yang bertujuan untuk merugikan korban, online
defamation; pencemaran nama baik secara online yang dapat merusak reputasi
seseorang dengan penyebaran informasi palsu atau merugikan, online
recruitment, rekrutmen online untuk kegiatan illegal seperti perdagangan
manusia, prostitusi, atau kegiatan eksploitasi lainnya.®

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023,
menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) mencapai
puncak tertinggi dengan 991 kasus.” Ancaman dan penyebaran materi yang
bermuatan seksual milik korban serta pengiriman materi seksual untuk
melecehkan atau merendahkan korban merupakan dua jenis Kekerasan Berbasis

Gender Siber (KBGS) yang sangat banyak dicatatkan, yang dilakukan oleh

8 Syarifah Nuzulliah Ihsani. 2021. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam victim-Blaming
Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online”, jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2, No.
1. Hal. 14.

° Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Kekerasan Terhadap perempuan di
Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan” diakses melalui
https://komnasperempuan.go.id/download-file/949 pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 18.58
WIB.
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mantan pacar, ataupun oleh akun yang tidak dikenal (Anonim).'® Kekerasan
Berbasis Gender Siber (KBGS) merupakan perbuatan yang berupa kekerasan
terhadap gender, tubuh, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh
teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak secara fisik, psikis, bahkan
ekonomi. Komnas perempuan juga menduga bahwa lebih banyak jumlah
korban pelecehan namun tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Hal in1
menunjukkan bahwa ada banyak kasus pelecehan seksual yang tidak
terdokumentasi secara resmi, yang menandakan masalah serius dalam
melaporkan dan menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) di
masyarakat.

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari
pelecehan seksual secara verbal dan akibat dari perkembangan informasi yang
tidak diimbangi dengan Pendidikan seks dan kurangnya kesadaran akan

pentingnya moralitas.'!

Perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial
memberikan perasaan yang tidak nyaman, terganggu, dan bahkan hingga
trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikologis seseorang. Perbuatan
tersebut juga secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya
karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai dan

nyaman. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari

pelecehan seksual tersebut karena dianggap mengunggah gambar dirinya yang

19Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk. 2021. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi:
Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di
Tengah Covid-19.” Jakarta: Komnas Perempuan. Hal. 119.

! Kadek Jovan Mitha Sanjaya, AA Ngurah Wirasalah. 2021. “Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Dalam Media Sosial”, Kertha Desa, Vol. 9, No. 11. Hal. 90.
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dianggap menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menyebabkan
perilaku menyimpang pelecehan seksual tersebut, padahal pelecehan seksual
terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku sehingga secara terang-terangan
mengunggah komentar dalam gambar yang di unggah oleh korban tersebut. '

Menurut Korry El-Yana dalam buku perempuan dalam bingkai media,
bahwa kebanyakan korban kekerasan tidak mampu dan berani menceritakan
pelecehan yang dialaminya apalagi mendatangi Lembaga pelayanan untuk
meminta bantuan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan korban pelecehan ini
untuk melapor atas kejahatan yang di alaminya seringkali disebabkan oleh
adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang
seharusnya adalah korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah,
“perempuan penggoda” atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan menurut
masyarakat karena hal itulah sehingga mereka dianggap layak mendapatkan
perilaku tindakan kekerasan yang dialaminya'® Cyber Sexual Harassment yang
sering menyerang perempuan menunjukan bahwa kejahatan ini dapat
dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber
(KBGS).

Dikutip melalui penelitian Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk bahwa
dampak yang dapat di timbulkan dari Cyber Sexual Harassment ini

meninggalkan banyak gangguan psikologis, mulai dari tekanan emosional,

kesedihan, marah, hingga gejala depresi dan menghalangi aktivitas sehari-

12 Ibid, hal 93-94.

13 Korry El-Yana. 2021. “Perempuan Dalam Bingkai Media”. Tangerang: Indigo
Media. Hal. 61.
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hari.'* Sama halnya seperti pelecehan seksual yang terjadi di dunia nyata
dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Peristiwa yang dialami oleh
korban cyber sexual harassment tentunya akan meninggalkan luka yang
membekas dan trauma yang mendalam, hal ini tidak bisa diabagikan begitu saja,
perempuan korban cyber sexual harassment perlu mendapat perhatian dan juga
penanganan khusus agar kondisi psikis korban dapat pulih kembali. Meskipun
tidak semua korban mengalami dampak psikologis yang berat namun apabila
hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak
aman dan tidak nyaman.

Cyber Sexual Harassment ini juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi
manusia. Hal ini dikarenakan telah merampas hak korban sebagai warga negara
untuk jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 pada pasal
28G ayat (1). Dan pada pada pasal 281 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang
memiliki hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak
mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Akibat dari
pelecehan seksual tersebut, korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera
lahir dan bathin pada pasal 28H ayat (1), hak untuk bebas dari perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia pada pasal 28G ayat (2). Banyak pula
korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum ( pasal 27

ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum

4 Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk. 2021. “Dimensi Konsep diri Korban Cyber
Sexual Harassment di Kota Pekanbaru” dalam kajian komunikasi Vol. 9 No. 1. Hal. 83.
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yang berkeadilan.

Korban dari Cyber Sexual Harassment memerlukan hukum serta penegakan
hukum yang memiliki sensitivitas gender dan mampu mengidentifikasi
perkembangan dari pelecehan seksual agar permasalahan tersebut dapat
terselesaikan. Maka pada saat ini telah lahirnya aturan yang lebih khusus yang
mengatur mengenai pelecehan seksual online ini, yaitu Undang-Undang nomor
12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini
memberikan dasar hukum yang lebih khusus dan spesifik dalam penanganan
kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam ranah digital. Yang
selama ini terkadang sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat
oleh hukum yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian
dengan judul: “Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban cyber
sexual harassment di media sosial ( studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan
yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum Cyber Sexual Harassment yang terjadi di
media sosial ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban cyber

sexual harassment di media sosial menurut Undang-undang Nomor 12

tahun 2022 ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan cyber sexual harassment yang terjadi di
media sosial.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan
yang menjadi korban cyber sexual harassment di media sosial menurut
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan
praktis, yakni;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan
pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap
perempuan sebagai korban cyber sexual harassment di media sosial, hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah yang dapat
bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta dunia Pendidikan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi
kepada peneliti untuk dianalisis dan sebagai solusi atas isu-isu yang dihadapi penulis
dan diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, praktisi
hukum, serta bagi kepentingan nasional. Sehingga dapat membantu dalam
penanganan persoalan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap
perempuan sebagai korban cyber sexual harassment di media sosial
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

1.5 Keaslian Penelitian
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Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini,
penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan
duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa
penelitian yang sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini
terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis
lain. Adapun penelitian penulis lain diantaranya :

1. Penelitian Hukum oleh Rizky Maulana Prasetyo, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023 dengan judul penelitian :
“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kejahatan
Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi  Putusan
319/Pid.Sus/2021/PN sdn)”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban

kejahatan kesusilaan melalui media sosial Instagram ?

2. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum

kepada korban kejahatan kesusilaan melalui media social Instagram ?

2. Penelitian Hukum oleh Della Anjani, Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dengan judul penelitian
“Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan
(Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”. Adapun
permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi Korban
Kekerasan Berbasis Gender Online berbentuk ancaman penyebaran
konten pornografi?

2. Bagaimana perlindungan hukum di No. terhadap korban kekerasan
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berbasis online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?
3. Penelitian Hukum oleh Mochammad Zidni Savero Noor’Ala, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti pada tahun 2022 dengan judul
penelitian : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis
Gender Online”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah:
1. Apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan berbasis
gender online di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis
gender online ?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian
ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam topik
kajian yang penulis angkat dalam bentuk penelitian ini mengarah pada
perlindungan terhadap perempuan sebagai korban Cyber Sexual
Harassment di media sosial. Penelitian ini memaparkan bagaimana
pengaturan hukum serta bentuk tindakan cyber sexual harassment terhadap
perempuan yang terjadi di media sosial, memaparkan bagaimana bentuk
upaya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban cyber sexual
harassment menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak

pidana kekerasan seksual.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document AcceJnld 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgcelgrom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, definisi perlindungan yaitu mengayomi sesuatu dari hal-hal
yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan juga mengandung makna
pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.'’
Definisi perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, dalam pasal 1 angka 8 adalah: “Perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi
dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini”. Perlindungan ini diberikan kepada saksi dan korban dalam
semua tahapan proses peradilan pidana di lingkungan peradilan, mulai dari proses
di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. '°

Hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi
perhatian penting karena dapat melindungi masyarakat dari penguasa tirani dan
totaliner. Selain itu dapat mengatasi orang atau kelompok tertentu yang
berperilaku anarkis. Menanggapi pemahaman tersebut, hukum merupakan wadah
untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu suatu Negara akan memiliki nilai-

nilai yang beradap jika Negara itu berdasarkan hukum, dan hukum di Indonesia

15 Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan
Pemerintah”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 96.

16 Sarjono. 2023. “Legal Protection for Victims of Domestic Violence”, Estudiente Law
Journal, Vol. 5 No. 1. Hal. 237.
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adalah hal yang esensial, sebagaimana berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa ‘“Negara
Indonesia adalah negara hukum”.!”

Oleh karena itu negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak
rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu Negara
tidak terlepas dari bagaimana Negara dapat melindungi rakyatnya dari segala
ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya. Artinya ada perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam negara.

Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan
negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak
kebendaannya, maupun hak perorangannya.'®

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya tindakan hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara
mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

17 Hasan Basri. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan
Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Sign Jurnal Hukum No.2 Vol. 2. Hal. 104.
18 Ibid, hal. 105.
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu langkah untuk
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan diimplementasikan dengan suatu sanksi.”

Definisi dari Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo berarti
memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan
hukum adalah upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar
tidak terjadi benturan antar kepentingan, sehingga hak-hak yang diberikan oleh
hukum dapat dinikmati. 2

Philipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan
represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk
memberikan batasan dan pedoman dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan
represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan
hukuman tambahan yang diberikan apabaila telah terjadi suatu pelanggaran?®!

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi
berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi
kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum adalah sebagai
berikut :

a. Direktif, yang berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk

% Ari Dermawan, Akmal. 2019. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak
Pidana Kejahatan Teknologi Informasi”, Journal Of Science and Social Research. Hal 5.

20 Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, Op Cit, hal 96.

2l Sarjono, Op Cit, Hal. 238.
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membentuk masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan
kehidupan bernegara;

b. Integratif, yang berfungsi untuk memperkuat kesatuan bangsa;

c. Stabilitatif, yang berfungsi menjaga dan mempertahankan keselarasan,
keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat;

d. Perfektif, berarti menyempurnakan tindakan administrasi negara dan warga
apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

e. Korektif, yang berfungsi sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi
negara dan warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk
memperoleh keadilan.?

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan
dan dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk melindungan
korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak
manapun, yang diberikan selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
atau pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan dapat dikatakan perlindungan
hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman oleh pemerintah terhadap warganya.

2. Jaminan kepastian hukum.

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

22 Ihid, hal. 97.
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Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Perlindungan hukum adalah segala upaya memenuhi hak dan memberikan
rasa aman kepada saksi dan/atau korban, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun yang dapat
diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti melalui pemberian restitusi,
kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum.
Prinsip perlindungan hukum Indonesia menitikberatkan pada prinsip pengakuan
dan perlindungan hukum pada harkat dan martabat amanusia yang bersumber pada
Pancasila sebagai dasar ideologi falsafah negara. Prinsip ini dikatakan bersumber
pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik
melekat pada Pancasila.

2.2 Tinjauan Umum tentang Korban
2.2.1 Pengertian Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi
berasal dari Bahasa latin “victima ”, yang berarti korban, “/ogos” yang berarti ilmu.
Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang
korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang
merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 23
Ketika ilmu victimologi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1940-an oleh

Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang; kata “korban cenderung dimaknai secara

23 John Kenedi. 2019. “Perlindungan Saksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban
Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Bengkulu. Hal. 31.
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tekstual (text book) yaitu: “Orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi
korban”. Kemudian pada tahun 1980-an pandangan ini mendapatkan penentangan
keras oleh kaum feminis yang mengubah pengertian korban menjadi: “seseorang
yang terjebak dalam suatu hubungan atau situasi yang sangat tidak seimbang,
bersifat eksploitasi parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu); merusak,
memuat individu menjadi merasa terasing dan menyebabkan penderitaan yang
berkepanjangan. Pada saat itulah maka pengertian korban mulai cenderung kepada:
“Setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau
penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana penderitaan
tersebut berbentuk psikologi maupun ekonomi”.?*

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah
orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-
bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara
kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga
dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi social dan budaya. Mereka
yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu
sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya
peranan dari si korban.

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami
penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari

pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak

asasi yang menderita.

2 Ibid, hal. 32.
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Yang dikemukakan oleh Arif Gosita senada dengan J. E. Sahetapy yaitu
sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya pada individu saja,
tetapi juga mencakup subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok
masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan.
Kemudian jika merujuk dengan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi
korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh perserikatan bangsa- bangsa
yang berlangsung di kota Milan, Italia pada bulan September 1985 menyatakan
bahwa korban adalah: “Orang yang secara individual atau kelompok telah
mengalami kerugian secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian
ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan
maupun kelalaian”.?®

Muladi dalam kutipan John Kenedi menyatakan bahwa korban adalah
orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah mengalami kerugian,
termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan
substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondiai
yang melanggar hukum pidana di setiap negara.?®

Pengertian korban menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah: “Korban
adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban (victim) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mendapatkan

atau mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Penyelesaian hak-hak korban

25 Ihid, hal. 33-34
26 Ibid, hal. 34.
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juga harus melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau
mengambil (paksa) hak dari tersangka/terdakwa dapat disebut pemerasan, balas
dendam, atau sebagai main hakim sendiri (eigen riechting). Pada awal proses
pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/membuat laporan atau pengaduan.
Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.?’

Korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa.
Sebenarnya berdasar pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang
lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik tidak
efektif diterapkan. Mekanisme ganti kerugianm tentu harus sesuai ketentuan
KUHAP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya.

Berkembangnya regulasi atas hak-hak korban ini tidak terlepas dengan
bergulirnya era reformasi, globalisasi dan demokratis. Semenjak itu cukup banyak
perundang-undangan reformasi, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen. Rentang waktu itu telah
lahir undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia (HAM);

3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban;

27 Bambang Waluyo. 2022. “Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi”, Jakarta: Sinar
Grafika. Hal 3.
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Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya
beberapa peraturan pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi,
dan Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat;

3. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.?®

2.2.2 Bentuk-bentuk Korban
Dalam buku Perlindungan Saksi dan Korban, John Kenedi mengutip
pendapat Mendel Shon yang mengklasifikasikan tipologi korban yaitu ;>

a. The Completily Innocent Victim : korban yang sama sekali tidak bersalah,
Mendelshon menganggap inilah korban “ideal” yang terjadi pada anak-anak
dan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban.

b. The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance : korban
dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di
contohkan pada seorang wanita yang menggoda tetapi salah sasaran,
sehingga dia menjadi korban;

c. The victim as guilt as the offender and voluntary victim : korban sama
salahnya dengan pelaku dan korban sukarela, Mendelshon membagi tipe ini

menjadi beberapa yaitu :

28 Ibid, hal. 4-5.
2 John Kenedi, Op Cit, hal. 36-37.
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1. Bunuh diri “dengan melempar uang logam’;

2. Bunuh diri dengan adhesi;

3. Euthanasia;

4. Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri dikarenkan putus asa
bersama;

d. The victim more guilty than the offerder, dimana kesalahan korban lebih
besar dari pelaku ada dua tipe:

1. Korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk melakukan
tindakan jahat;

2. Korban lalai yang sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan
kejahatan;

e. The most guilty victim and the victim as guilty alone : korban yang salahnya
sendiri, korban juga sebagai pelaku, sangat agresif, dia menyerang dan dia
sendiri yang menjadi korban,;

f. The simulating victim and the imagine as victim : korban pura-pura dan
korban imaginasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan
tertentu atau yang menderita hysteria serta pikun.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan diatas peranan korban terhadap
terjadinya tindakan suatu pidana sangat berkholerasi dengan tindakan, sikap dan
perbuatan yang dilakukan korban.

Hans von Hentig dalam kutipan John Kenedi membagi 13 macam yang
kemungkinan beresiko menjadi korban kejahatan, yaitu:*°

a. Theyoung: Anak-anak, karena kondisi yang lemah rohani dan jasmani serta

30 Ibid, hal. 38-40.
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kepribadian yang belum matang, anak-anak belum belum mempunyai
ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan ataupun ancaman dari
orang-orang dewasa. Mereka tidak saja menjadi korban tindak pidana harta,
namun dapat juga menjadi korban seksual baik laki-laki maupun
perempuan;

b. The female: Wanita, cenderung rentan menjadi korban karena kelemahan
akan fisik mereka, wanita muda sering menjadi korban pembunuhan setelah
mengalami perkosaaan, sementara wanita tua karena dianggap kaya
sehingga menjadi korban atas tindakan pidana terhadap harta kekayaan;

c. The old: Orang tua, biasanya cenderung mulai mengakumulasi harta yang
di dimilikinya sehingga menjadi korban kejahatan terhadap hartanya.
Hentig mengatakan bahwa generasi tua disatu sisi memegang/mempunyai
kekayaan yang terakumulasi, di sisi lain terdapat kelemahan baik jasmani
maupun mentalnya.

d. The mentally defective and other mentally deranged: kelompok ini
mencakup seperti orang gila, peminum, pecandu obat bius; karena dengan
kondisi seperti itu tentunya mereka tidak mampu melindungi dan
mempertahankan diri dari serangan tindak pidana. Hentig mengatakan dari
semua pria korban pembunuhan sekitar 66% adalah pecandu alcohol, dan
ditemukan sekitar 70% dari korban pembunuhan ternyata dalam kondisi
mabuk.

e. Imigrants: Imigran, golongan ini sering menjadi korban berbagai macam
tindak kejahatan, perampasan, penipuan. Ini disebabkan beberapa kesulitan

yang mereka hadapi dalam berinteraksi dengan Bahasa dan budaya baru di
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tempatnya berada. Keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan secara
negative oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keinginan dan
keuntungan.

/- Minorities: Minoritas, golongan ini hampir sama dengan imigran, hanya
saja perbedaannya terletak pada semacam anggapan bahwa mereka tidak
diberlakukan sama di mata hukum dibandingkan dengan golongan
mayoritas.. Anggapan rasial dari kelompok mayoritas tersebut cenderung
menambah resiko mereka untuk menjadi korban;

g. Dull normal: Orang bodoh, golongan ini mempunyai resiko menjadi korban
sejak lahir, karena tingkat kecerdasan mereka yang berada dibawah rata-
rata.

h. The depression: Depresi, orang-orang yang senantiasa tertekan dalam
hidupnya akan mengalami pemerosotan kekuatan fisik dan mental. Dalam
keadaan ini mereka beresiko dan rentan menjadi korban dikarenakan
cenderung apatis dan menyerah, tidak ada sifat untuk melawan dan
menyerang oleh sebab lemahnya keyakinan diri;

i. The acguisitive: serakah, orang bersifat serakah mudah untuk dijebak,
ditipu, atau dimanfaatkan oleh sebab ketamakannya terhadap harta ataupun
jabatan;

j. The wanton: lalai, orang lalai atau orang ceroboh cenderung mempunya No.
menjadi korban karena sifatnya yang teledor;

k. The lonesome and the heart broken: kesepian dan patah hati, orang-orang
yang berada dalam keadaan demikian sangat potensial menjadi korban

kejahatan, dapat ditipu, dan mudah dimanfaatkan oleh sebab ketidakstabilan
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suasana hatinya;

I The tormentors: bengis, orang yang mempunyai tempramen tinggi atau
bengis dan suka menyiksa mempunyai No. menjadi korban. Contoh seorang
suami yang sering menyakiti istrinya, sering menjadi korban pembunuhan
yang dilakukan oleh anaknya sendiri dengan motif dendam;

m. The bloked, exempted and fighting: tertutup, seseorang yang terhalang atau
seseorang yang berada dalam posisi dsn kondisi yang sangat sulit keluar
dari bahaya. Golongan ini berpotensi mengalami No. kejahatan sebab sulit
memperoleh bantuan dari yang berwenang. Misalnya: orang yang
mendapatkan ancaman melalui surat kaleng yang sulit dilacak oleh pihak
kepolisian.

Korban tidak hanya orang-perorangan atau kelompok, namun memiliki makna
yang lebih luas, termasuk keluarga terdekat si korban yang mengalami penderitaan
akibat dari tindak pidana tersebut. Adapun pembagian tipologi korban kejahatan,
yakni:*!

a. Primary victimization

Primary victimization adalah korban individual. Jadi, dalam primary
victimization yang menjadi korban adalah perorangan, bukan kelompok.

b. Secondary victimization
Secondary victimization, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban
adalah kelompok, misalnya badan hukum.

c. Tertiary victimization

3! Jawade Hafidz, Siska Narulita. 2022. “Perlindungan hukum Korban Kekerasan Berbasi
Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia” JCI, Vol. 2 No. 2. Hal 29.
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Tertiary victimization, yaitu pihak yang menjadi korban adalah masyarakat

luas.

d. Mutual victimization
Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri,
misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika.

e. No victimization
No victimization, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban,
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, kosumen yang
tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Sejalan dengan pendapat diatas, Separovic dalam kutipan John Kenedi juga
mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria obyek yang menjadi korban dalam
tindak pidana. Obyek yang menderita tersebut antara lain: korban individual,
korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).

1. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara
individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya,
diperdaya;

2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara
Bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan
pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan.

3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas
bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan
pelanggaran terhadap ketertiban umum,;

4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis

kejahatan atau disebut dengan “kejahatan tanpa korban’ (crime without

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accegtéd 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgcelgrom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

victim) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban
adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini
korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.>?

Berdasarkan berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa
korban pada dasarnya tidak hanya individu yang secara langsung menderita akibat
tindakan yang menyebabkan kerugian.Pada dasarnya, definisi korban mencakup
lebih dari itu. Dengan kata lain, definisi korban mencakup lebih dari sekedar
individu namun juga mencakup untuk badan hukum, badan usaha, kelompok
organisasi termasuk juga negara.

2.3 Tinjauan Umum tentang Cyber Sexual Harassment
2.3.1 Pengertian Cyber Sexual Harassment

Masyarakat pada era kemajuan teknologi bersanding dengan adanya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola
kehidupan masyarakat dengan menjadikan suatu pola kehidupan baru yaitu pola
kehidupan digital. Pengaruh hadirnya perkembangan internet sangat signifikan
pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini. Hal ini dapat
menjadi pendorong dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam
penyesuaian perkembangan yang terjadi. Salah satu bukti masa perkembanggan
teknologi saat ini ialah hadirnya internet yang menjadi sarana komunikasi dan
informasi yang dapat menjangkau berbagai hal. Internet sudah menjadi suatu
kebutuhan manusia saat ini. Dengan berkembangnya internet, tidak dapat

dipungkiri aktivitas manusia akan mengalami perubahan secara massif sehingga

32 Ibid, hal. 43-44.
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dikenal suatu ruang interaksi antar manusia baru yang disebut dengan ruang digitall
atau ruang virtual.*?

Kejahatan yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya teknologi
internet dan media sosial, yaitu diantaranya adalah pelecehan seksual (sexual
harassment) yang dimana kebanyakan dari korbannya adalah kaum perempuan.
Pelecehan seksual dalam jaringan internet bisa saja terjadi dimana saja dan kapan
saja tak terbatas pada waktu tertentu. Akses internet yang sangat mudah digunakan
sebagai cara efektif untuk melakukan tindak kejahatan di media sosial.>*

Cyber sexual harassment atau pelecehan seksual yang dilakukan di dunia
maya dapat didefiniskan sebagai penggunaan internet untuk melakukan
pendekatan, komunikasi, maupun interaksi yang tidak di undang oleh seseorang.
Dalam hal ini bisa saja seperti postingan yang tidak diminta ataupun komentar yang
dilakukan di situs media sosial, gambar grafik, email, teks yang ditujukan terhadap
korban. Pelecehan seksual di dunia maya (cyber sexual harassment) adalah segala
macam yang berbentuk perilaku yang berkonotasi ataupun mengarah kepada hal-
hal yang berbau seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh
orang yang menjadi sasaran sehingga menyebabkan reaksi negatif seperti malu,
marah, benci, tersinggung, hingga merasakan trauma yang dialami korban.

Pelecehan seksual melalui media sosial secara hukum ada di dalam Undang-

Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Pelecehan seksual seringkali masuk dalam melanggar data pribadi yang

3 Mursyafia, dkk. 2023. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Game Online
Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan Dengan Negara Lain”, jurnal Pendidikan
Tambusai, Vol. 7 No. 1. Hal. 2046.

3 Venny Febriyanti Puspita Ningrum, Ufran. 2023. “ Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Cyber Sexual Harassment dalam Media Sosial”, luris Notitia: Jurnal Illmu Hukum, Vol. 1
No. 2. Hal 51.
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diatur dalam Undang-Undang ITE. Pelaku dapat dipidana berdasarkan Undang-
Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan KUHP. **

KUHP Indonesia tidak secara khusus menghukum pelecehan dan kekerasan
seksual, serta melarang suatu tindakan yang tidak pantas di tempat umum dan
kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berhubungan seksual.*® Maka dari itu
berkembang pesatnya teknologi mengharuskan pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang khusus untuk mengatur kekerasaan seksual, dan pada 12 April 2022 RUU
Tindak pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan oleh rapat paripurna DPRRI.?’

Media sosial kini menjadi wadah bagi penggunanya untuk berekpresi,
termasuk anak muda, yang kerap dibolehkan memposting segala macam komentar.
Meskipun kita tidak melihat lawan bicara di sosial media seperti yang kita lakukan
di kehidupan nyata, ada prinsip etika yang juga harus kita ikuti di dunia digital.
Etika ini berfungsi sebagai pedoman. Namun, tidak semua pengguna media sosial
memahami etika yang membuka peluang terjadinya kejahatan, termasuk pelecehan
seksual.

2.3.2 Bentuk-bentuk Cyber Sexual Harassment

Bentuk pelecehan seksual umumnya berupa pelecehan seksual, tindakan
menggoda, menyuap untuk melakukan tindakan seksual, dan kejahatan seks paksa.
Pada saat yang sama, bentuk pelecehan seksual paling umum yang terjadi di media

sosial berupa sexting, body shaming, dan scammers. Bentuk pelecehan seksual

35 Danendra Farrel Wicaksono, H.R A Mardjiono. 2023. “Akibat Hukum Bagi Pelaku
Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law
and Social-Political Governance”, Vol. 3 No. 1. Hal 245.

36 Ibid, hal. 246.

37 Ibid, hal. 251.
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lainnya adalah gambar atau teks yang menyinggung dan merendahkan perempuan,
lelucon pencabulan dan humor tentang seks atau perempuan secara umum.
Meskipun terus melakukan paksaan seksual yang tak di inginkan, melakukan
paksaan orang untuk minum dan makan saat kencan, mengirim pesan serta
menelepon tanpa henti bahkan saat ditolak juga merupakan bagaian dari jenis
pelecehan seksual ini. Penyuapan seksual atau ajakan aktivitas atau perilaku seksual
lainnya dibawah ancaman hukuman. Di media sosial, perilaku pelecehan seksual
yaitu:

1. Cyberstalking, artinya menguntit melalui media sosial.

2. Cyberharassment, merupakan melecehkan perilaku yang mengakibatkan

lingkungan yang mengancam, bermusuhan dan ofensif.
3. Kirim pesan berkonotasi seksual yang tidak diminta, jika mereka tak
mematuhi mereka bisa diancam.

4. Perilaku ofensif penulis dengan mengirimkan pesan cabul di chat room

5. Kata hinaan kelemahan fisik dan mental orang.®

Pelecehan seksual sendiri masuk ke dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender
Siber (KBGS). Kekerasan Berbasis Gender Siber merupakan kekerasan yang di
fasilitasi oleh teknologi yang bertujuan untuk melecehkan korban. KBGS
merupakan perilaku pelecehan seksual yang dilakukan di dunia online. Semakin
luas dan mudahnya dalam pengaksesan internet, perkembangan teknologi, serta
pesatnya penggunaan media sosial maka akan semakin membuat banyak orang
yang begitu dekat dengan internet dan akan berdampak meningkatnya kasus KBGS.

Sebuah laporan dari Internet Governance Forum (IGF) Best Practice forum tentang

38 Ibid, hal. 253-254.
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pelecehan seksual online dan kekerasan berbasis gender mencantumkan sejumlah
tindakan-tindakan seperti pelanggaran privasi, surveillance (pengawasan) dan
stalking (pemantauan), merusak reputasi, pelecehan (yang mungkin disertai
pelecehan offline), ancaman dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke
komunitas tertentu. Sebagai berikut :
1. Pelanggaran privasi
Pelanggaran terhadap privasi mencakup mengakses, menggunakan,
memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi, video, foto tanpa
persetujuan. Bentuk lainnya yakni doxing menyelidiki serta
menyebarluaskan informasi data diri pribadi seseorang tanpa persetujuan
dengan maksud memberikan akses untuk berbuat jahat seperti pelecehan
serta manipulasi.
2. Surveillance (pengawasan) dan stalking (menguntit)
Perbuatan berupa memantau, melacak dan/atau mengawasi aktivitas
seseorang baik secara online maupun offline dengan menggunakan
software, GPS, atau perangkat lunak geo-locator untuk memantau
pergerakan perempuan tanpa persetujuan.
3. Merusak reputasi/kredibilitas
Membuat dan menyebarkan data pribadi palsu dengan bertujuan untuk
merusak reputasi seseorang, memanipulasi dan/atau membuat foto serta
video palsu. Hal tersebut dimaksud untuk mencemarkan nama baik
seseorang.
4. Pelecehan (yang mungkin disertai offline)

Tindakan pelecehan yang dilakukan melalui pesan dengan komentar yang
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tidak menyenangkan atau kasar, pengiriman dan/atau penerimaan konten
seksual yang tidak diinginkan, membuat konten internet yang
menggambarkan wanita sebagai objek seksual.

5. Ancaman dan kekerasan langsung
Perdagangan orang yang dilakukan melalui teknologi untuk pemilihan dan
persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian data
diri seseorang dengan mengakibatkan serangan fisik.

6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
Meretas situs web, media sosial, atau email suatu organisasi dan komunitas
dengan maksud niat jahat, melakukan pengawasan dan pemantauan
kegiatan anggota/komunitas, ancaman langsung terhadap anggota,

khususnya target untuk melecehkan oleh sekelompok orang.

3 Venny Febriyanti, Ufran, Op Cit, hal. 52-53.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acceg'nld 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MegacrcleAsgcelgrom (renacitory uma ac id129 /9 /26



Della Aulia Hasibuan - Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber ....

BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
3.1.1 Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli setelah dilakukan

Seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel Kegiatan Skripsi
Bulan
No Kegiatan Mei Juni Juli-  |September-| November- | Januari
2024 2024 Agustus | Oktober | Desember | 2025
2024 2024 2024
112(3|4(1(2(3[4[1[2(3|4]|1(2(3|4|1|2]|3]|4|1]2

1 | Pengajuan judul

2 | Seminar Proposal

3 | Perbaikan dan
Penelitian

4 | Penulisan dan

Bimbingan Skripsi

5 | Seminar Hasil

6 | Perbaikan
penulisan
7 | Sidang Meja Hijau

3.1.2 Tempat Penelitian
Tempat Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara J1. Iskandar Muda No. 272, Petisah

Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20112.
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3.2 Metodologi Penelitian
3.2.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis
penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan
perundang- undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.* Menurut Peter

Mahmud Mazuki dalam kutipan Muhaimin, penelitian normatif adalah suatu

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*! Penulis
memilih menggunakan metode penelitian normatif guna mengkaji bagaimana
seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai korban
pelecehan seksual online.

3.2.2 Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan/atau sekunder

yang terdiri dari :

1) Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan
Perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 tahun
2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Transaksi Elektronik.

2) Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti Undang-Undang, buku hukum, hasil penelitian dalam

40 Muhaimin. 2020. “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Mataram University Press.
Hal. 45.
41 [bid, hal. 47.
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jurnal, dan pendapat para ahli di bidang hukum.*?
3.2.3 Teknik Pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Metode ini dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai
hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.
Sumber informasi tersebut berupa; peraturan perundang-undangan, buku
ilmu hukum, jurnal hukum.*
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian Lapangan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum
yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak
tertentu.*’Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Utara.
3.2.4 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif
kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah

yang telah dibuat.®’

“2 Ibid, hal. 61.
%3 Ibid, hal. 65.
“ Ibid, hal. 66.
%5 Ihid, hal. 68.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum cyber sexual harrasment yang terjadi di media sosial ialah pasal 14
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di media sosial merupakan
suatu kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk gambar, video, yang
kemudian di upload dan disebarkan di dunia maya. Bahwa dengan perkembangan
zaman dan teknologi elektronik khusus media sosial menjadi salahsatu dampak buruk
yang menimbulkan reaksi negative apabila tidak menggunakan media sosial dengan
bijaksana.

2. Korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadi pada siapa saja.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami pelecehan
seksual di media meliputi beberapa proses pemulihan dengan dilakukannya
pendampingan korban meliputi : konselor melakukan asesmen, hasil asesmen
membutuhkan ( hukum, medis, psikologi), konselor menjelaskan aturan rujukan (
hukum, medis, psikologi), jika korban membutuhkan layanan pendampingan yang
tidak tersedia di SIP petugas pendampingan melakukan koordinasi untuk proses

rujukan.

0 Hasil wawancara dengan Ibu Widya Susanti,S.Psi selaku KASI Pengaduan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan pada
hari Senin 26 Agustus 2024 Pukul 10.55 Wib.
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5.2 Saran

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi oleh Lembaga-lembaga yang terkait tentang
peraturan perundang-undangan tentang cyber sexual harrasment yang terjadi di
media sosial dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga
dapat meminimalisir dan mecegah kasus yang sering terjadi dalam pelecehan

seksual di media sosial.

2. Pendampingan oleh dinas PPA tentunya sangat dibutuhkan terhadap korban
tindak pidana kekerasan seksual, maka dari petugas dinas PPA diharapkan
dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendampingan korban
tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun sudah terdapat pengaturan
mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual
dimedia sosial tersebut, diperlukan juga kontrol serta pengawasan dari orang
tua dan masyarakat terhadap lingkup pergaulan sehingga mencegah
terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial (cyber sexual harassment) .
Karena tindak pidana kekerasan seksual di media sosial atau cyber sexual
harassment tidak memandang dari kalangan mana seseorang berasal. Dengan
semakin berkembangnya teknologi, media sosial saat ini menjadi salah satu
tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan salah satunya yang menjadi
korban pada tindak pidana kekerasan dimedia sosial atau cyber sexual

harassment ialah perempuan.
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